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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga buku berjudul "Pengujian Formil dan
Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” ini dapat hadir
di hadapan para pembaca, khususnya bagi praktisi hukum, akademisi,
mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian
mendalam terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003
merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi dan penegakan
hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution), salah satu kewenangan esensial MK adalah melakukan
judicial review, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945).

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman
yang komprehensif mengenai dua dimensi utama dalam proses
pengujian tersebut:

1. Pengujian Formil, yang berfokus pada prosedur pembentukan
Undang-Undang, meliputi aspek kewenangan, tata cara, dan materi
muatan teknis.

2. Pengujian Materiil, yang menguji substansi isi pasal, ayat, atau
bagian dari Undang-Undang, apakah bertentangan dengan norma-
norma yang terkandung dalam UUD 1945.

Pemilihan topik ini didasarkan pada kompleksitas dan relevansi
putusan-putusan MK yang terus membentuk dan memperkaya
praktik hukum di Indonesia. Kami berharap, melalui kajian yang
mendalam terhadap doktrin hukum, regulasi, dan yurisprudensi
terbaru, buku ini dapat menjadi panduan yang jernih dan terstruktur
mengenai bagaimana mekanisme checks and balances antara lembaga
legislatif dan yudikatif ini dioperasikan.

Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi
dalam penyusunan karya ini.
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Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam
peningkatan literasi hukum dan memperkuat budaya konstitusional
di Indonesia.

Penulis
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DALAM STRUKTUR

KETATANEGARAAN
INDONESIA
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Universitas Islam Kadiri




Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Asal Usul Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang sangat
penting dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum
pembentukan MK, Indonesia tidak memiliki lembaga khusus yang
berwenang untuk mengevaluasi konstitusionalitas hukum dan untuk
mengadili perselisihan kewenangan antar lembaga negara.
Kekurangan ini mengakibatkan banyak tantangan hukum yang tetap
tidak ditangani secara memadai, karena tidak ada otoritas
kelembagaan untuk memastikan apakah undang-undang atau
kebijakan tertentu melanggar ketentuan konstitusi (UUD 1945).
Kerangka hukum yang berlaku pada waktu itu terbatas pada
yurisdiksi Mahkamah Agung, yang membahas masalah yudisial
umum, sementara masalah konstitusional tidak memiliki badan
khusus yang mampu mengawasi dan menafsirkan konstitusi (Riyah,
2024).

Pentingnya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
berawal dari kesadaran akan perlunya lembaga yang dapat menjaga
dan mengawal konsistensi pelaksanaan UUD 1945 sebagai dasar
negara. Perubahan Kkonstitusi yang dilakukan dengan cara
amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002
menjadi titik balik yang signifikan dalam perubahan struktur
ketatanegaraan Indonesia. Proses reformasi yang dimulai pasca Orde
Baru menginginkan adanya lembaga yang tidak hanya mengawal
pelaksanaan undang-undang tetapi juga bertindak sebagai penjaga
konstitusi, mengingat UUD 1945 yang menjadi dasar hukum negara
memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak disalahgunakan.

Pembentukan MK juga tidak lepas dari pengaruh dari berbagai
pihak yang mendorong pentingnya adanya lembaga pengawas
konstitusi. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sipil, serta tuntutan
untuk memperkuat demokrasi, menjadi faktor pendorong utama.
Seiring dengan dilakukannya reformasi hukum, sejumlah negara juga
menjadi contoh yang mendorong Indonesia untuk mengikuti jejak
mereka dalam menciptakan lembaga konstitusional yang independen
dan kuat. Selain itu, keinginan untuk menghindari penyalahgunaan
kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif
menjadi alasan penting lain yang mendasari dibentuknya MK.
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pada penegakan hukum di bidang perdata, pidana, dan administrasi
negara. Sementara itu, MK memiliki peran yang lebih khusus dalam
mengawasi keberlanjutan konstitusi, dengan kewenangan untuk
menguji undang-undang, memutus sengketa antara lembaga negara,
serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Hal ini
memastikan bahwa ada peran yang saling melengkapi antara kedua
lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pemisahan fungsi yang jelas ini juga memberikan jaminan bahwa
lembaga-lembaga negara dapat bekerja secara efektif tanpa saling
menghalangi. Sebagai contoh, peran MK dalam menguji
konstitusionalitas undang-undang menjamin bahwa setiap kebijakan
yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif selalu berada dalam
kerangka hukum yang sah, tanpa melanggar hak-hak konstitusional
rakyat. Pengawasan ini sangat penting dalam mencegah terjadinya
pengambilan keputusan atau kebijakan yang dapat merugikan
masyarakat, sekaligus melindungi negara dari potensi
penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara yang
memiliki wewenang besar.

Tidak hanya itu, MK juga memainkan peran yang sangat penting
dalam menjaga stabilitas politik Indonesia. Dengan kewenangan
untuk memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, MK
memastikan bahwa perbedaan pendapat antara lembaga negara, baik
antara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dapat diselesaikan
dengan cara yang konstitusional. Hal ini mencegah terjadinya konflik
yang berkepanjangan antar lembaga negara yang dapat mengganggu
jalannya pemerintahan. Keputusan MK memberikan kejelasan hukum
dan memberikan kepastian bagi setiap lembaga negara dalam
menjalankan fungsinya tanpa melampaui kewenangannya.

Secara keseluruhan, kedudukan MK dalam sistem pemisahan
kekuasaan menjamin adanya mekanisme checks and balances yang
sehat. MK berfungsi sebagai pengawas yang menjaga agar kekuasaan
yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara tidak bersifat absolut
atau tidak terkendali. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi
sebagai penjaga konstitusi tetapi juga sebagai pengontrol terhadap
potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kewenangan ini

Topan Yulia Pratama




Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

penting untuk menjaga agar negara tetap berjalan sesuai dengan
prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang diatur dalam UUD
1945.

Dengan posisi yang jelas dan fungsinya yang sangat vital, MK
turut berperan besar dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Dalam hal ini, MK bukan hanya sebagai lembaga yang mengawasi
konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga
integritas sistem pemerintahan. Keberadaannya menguatkan prinsip
negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dan melindungi
kepentingan publik. Dengan sistem pemisahan kekuasaan yang jelas
antara lembaga negara, MK memastikan bahwa setiap kebijakan
negara selalu berada dalam kerangka yang sah dan tidak melampaui
batas-batas yang ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, MK
menjadi pilar yang sangat penting dalam memperkuat sistem
ketatanegaraan Indonesia dan memastikan keberlanjutan demokrasi
yang sehat.
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Latar Historis Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari dinamika reformasi ketatanegaraan pasca tahun
1998, yang menandai berakhirnya rezim otoritarian menuju sistem
demokrasi konstitusional. Reformasi tersebut membawa kesadaran
baru bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi dan
dikontrol melalui mekanisme hukum yang efektif. Menurut Harun Al
Rasyid, ide tentang pembentukan lembaga yang berwenang menguji
undang-undang terhadap konstitusi sebenarnya telah muncul jauh
sebelum era reformasi, namun baru memperoleh momentum politik
setelah UUD 1945 diamandemen. Ia menjelaskan bahwa perubahan
konstitusi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa
kekuasaan negara tidak lagi bersifat absolut, melainkan tunduk pada
prinsip constitutional supremacy (Rasyid, 2000).

Sebelum keberadaan MK, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak
memiliki lembaga khusus yang dapat menguji konstitusionalitas
undang-undang. Kontrol terhadap produk legislasi lebih bersifat
politis, bukan yudisial. Jimly Asshiddiqie mencatat bahwa dalam masa
sebelum amandemen UUD 1945, pengawasan terhadap undang-
undang dilakukan melalui proses politik di DPR atau pengujian
administratif di lingkungan peradilan umum, yang jelas tidak
mencerminkan prinsip separation of powers yang seimbang.® Oleh
karena itu, pembentukan MK melalui Perubahan Ketiga UUD 1945
pada tahun 2001 merupakan tonggak penting dalam pembentukan
sistem judicial review yang independen dan modern (Asshiddiqie,
2005).

Gagasan ini juga mendapat dukungan kuat dari berbagai kalangan
akademisi dan praktisi hukum. Yusril Thza Mahendra berpendapat
bahwa keberadaan MK bukan sekadar meniru model negara lain
seperti Jerman atau Korea Selatan, tetapi merupakan hasil refleksi
mendalam terhadap kebutuhan sistem hukum nasional yang
berlandaskan Pancasila. [a menegaskan bahwa pembentukan MK
mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk menjadikan hukum
sebagai panglima dalam menjaga keadilan dan demokrasi, sesuai
dengan falsafah musyawarah dan keadilan sosial (Mahendra, 2006).
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Dengan demikian, pembentukan MK merupakan manifestasi dari
keinginan untuk menegakkan negara hukum yang berkeadaban
(civilized rule of law) dan tidak sekadar bersifat prosedural.

Lebih lanjut, Mahfud MD menilai bahwa lahirnya MK adalah
jawaban terhadap kesadaran bahwa praktik kekuasaan legislatif di
masa lalu sering kali menghasilkan produk hukum yang tidak
mencerminkan aspirasi rakyat dan bertentangan dengan konstitusi. la
menegaskan bahwa pengujian undang-undang oleh MK menjadi
mekanisme Kkorektif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan
legislatif. Dalam pandangannya, keberadaan MK menegaskan prinsip
bahwa konstitusi harus menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi
setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara (Mahfud, 2010).

Pembentukan MK juga memperkuat posisi yudikatif dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Maria Farida Indrati, sebagai salah satu
hakim konstitusi pertama, menilai bahwa pembentukan lembaga ini
merupakan bentuk penegasan terhadap prinsip checks and balances
antar cabang kekuasaan. la menekankan bahwa peran MK bukan
hanya untuk menjaga kemurnian konstitusi secara tekstual, tetapi
juga untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan
mengandung nilai keadilan substantif (Indrati, 2007). Oleh sebab itu,
sejarah lahirnya MK tidak hanya dipahami sebagai peristiwa politik
hukum, melainkan juga sebagai ekspresi dari evolusi kesadaran
hukum bangsa Indonesia menuju negara hukum yang demokratis dan
berkeadilan.

Dasar Konstitusional dan Yuridis Pembentukan Mahkamah
Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dasar legitimasi
yang kuat baik secara konstitusional maupun yuridis. Secara
konstitusional, keberadaan MK ditegaskan dalam Pasal 24C Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
Perubahan Ketiga pada tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur
bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD,
memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai
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Seiring perjalanannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya
berperan sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi
juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Melalui
putusan-putusan progresif, MK telah menunjukkan fungsinya sebagai
pelindung konstitusi dan penyeimbang kekuasaan antar lembaga
negara. Peran ini terus berkembang sejalan dengan meningkatnya
kesadaran konstitusional masyarakat dan kebutuhan hukum yang
semakin kompleks.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menjadi pilar utama dalam
menegakkan konstitusionalisme di Indonesia. Lembaga ini tidak
hanya berfungsi secara yuridis, tetapi juga memiliki makna filosofis
sebagai penjaga moralitas konstitusi. Tantangan ke depan adalah
bagaimana MK tetap menjaga independensinya, memperkuat
integritas hakim, dan terus mengedepankan keadilan substantif demi
tercapainya negara hukum yang demokratis dan berkeadaban.
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Dasar Pengujian Undang-Undang

Gagasan terbentuknya Mahkamh Konstitusi keberadaannya sanggat
di terima secara positif sebagai cara untuk mengawasi proses
pelaksanaan terhadap Konstitusi Republik Indonesia Tahun
1945sebagai penerapan berwujud peraturan perundang-undangan.
Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang turut diatur
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-
undang terhadap Konstitusi 1945, menyelesaikan sengketa
kewenangan antar lembaga negara, memutus perkara pembubaran
partai politik, serta mengadili perselisihan hasil pemilihan umum,
termasuk hasil pemilihan kepala daerah.

Selain itu, ketentuan Pasal 7 dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945
yang diperjelas kembali melalui Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi, menetapkan bahwa MK juga berkewajiban
memutus pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, meliputi
tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun dugaan bahwa yang
bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil
Presiden sebagaimana diatur dalam Konstitusi 1945.

Konstitusi memiliki tujuan untuk menjamin, menjaga, dan
memenuhi hak-hak fundamental warga negara, guna mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam dinamika
ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai salah
satu pilar utama demokrasi yang menjalankan peran strategis dalam
menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Lembaga ini
dibentuk setelah perubahan ketiga UUD 1945 dan diatur melalui
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, yang kemudian diamendemen oleh Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK memiliki
empat kewenangan serta satu kewajiban konstitusional. Mahkamah
Konstitusi diposisikan sebagailembaga negara yang bertugas menjaga
sekaligus menafsirkan konstitusi (the guardian and the interpreter of
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the constitution). Dalam perkembangannya, MK telah banyak
menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal
24C UUD 1945. Namun, meskipun MK memiliki kewenangan yang
luas, masih terdapat satu isu fundamental yang menjadi keraguan bagi
pencari keadilan, yaitu belum adanya fungsi Mahkamah Konstitusi
untuk menerima dan memproses keluhan individual (personal
grievance) atau pengaduan konstitusional sebagai mekanisme luar
biasa untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, yang
dikenal sebagai constitutional complaint.

Peninjauan undang-undang oleh lembaga legislatif (legislative
review) dilakukan dalam perannya sebagai pembentuk, pembahas,
dan pihak yang menetapkan undang-undang bersama Presiden.
Sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan, kewenangan untuk
menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi berada di
bawah otoritas MPR, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI
Nomor III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan. Padmo Wahjono menjelaskan
bahwa pada masa tersebut Mahkamah Agung hanya diberi
kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, karena undang-undang dipandang sebagai
perwujudan tertinggi dari kehendak rakyat yang berdaulat, sehingga
pengujiannya dianggap lebih tepat bila dilakukan oleh MPR. Dalam
praktik ketatanegaraan, pandangan itu pernah tercermin melalui
Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan
Kembali Produk-produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dianggap tidak sejalan
dengan UUD 1945 (Wahjono, 1986). Kemudian aturan tersebut
mengalami refomasi setelah amandemen UUD 1945 tahun 2001 yang
menyatakan semangat keadilan penjaga UUD 1945 adalah lembaga
sendiri yang masih menjadi lembaga kehakiman direpublik ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama sekaligus
terakhir, dengan putusan yang bersifat final, terutama dalam konteks
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 1
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b. Bertentangan dengan hak konstitusional, wewenang atau
kekuasaan, serta hak istimewa (privilege) dan kekebalan
(imunitas).

c. Melebihi batas wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang
atau dilakukan tanpa dasar hak apapun.

d. Dilaksanakan tanpa memperhatikan atau mengikuti prosedur
yang telah ditetapkan oleh hukum.

e. Tidak didasarkan pada fakta-fakta yang relevan terkait
persoalan yang bersangkutan, yang seharusnya menjadi bukti
substansial dalam tindakan pemerintah.

Menurut Harun Al Rassid dalam buku yang ditulis Jimly
Asshiddiqie (Asshiddigie, 2005). Hak uji formal berkaitan dengan
prosedur pembuatan undang-undang, sedangkan hak uji materiil
menyangkut kewenangan membuat undang-undang serta apakah
isi undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan
peraturan yang lebih tinggi, sedangkan menurut Fatmawati
(Fatmawati, 2006) artinya hak menguji formal dan material adalah
hak melakukan penilaian peraturan perundang-undangan
terhadap Undang-Undang Dasar peraturan perundang-undangan
terhadap Undang-Undang Dasar, jika pengujian itu terhadap
beschikking yang bersifat konkret dan individual, maka hak menguji
dilakukan oleh hakim pengadilan administrasi terhadap tindakan
administrasi negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Menurut H.R Soemantri baik didalam dalam literatur maupun
praktik dikenal adanya dua macam hak menguji, yaitu (M, 1997):
a. Hak Menguji Formal

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah
suatu produk dilihat melalui cara-cara (procedure) sebagaimana
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Hak Menguji Material

Hak menguji Material adalah suatu wewenang untuk
menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan
perundang-undangan isinya sesuai atau tidak.
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Konsep Dasar Pengujian Konstitusional

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan desakan yang timbul
dari gerakan-gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada masa
peralihan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi. Judicial
review menjadi kewenangan utama yang melatarbelakangi
dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Judicial review
merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah
Konstitusi di seluruh negara di dunia. Secara konstitusional,
kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan judicial
review tersebut, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai the
guardian of ideology dan sebagai court of law (Indra, 2023).

Menurut Jimly Asshiddiqie, ide pembentukan MK didasarkan
pada dua fungsi ideal. Pertama, MK dikonstruksikan sebagai
pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Selaku pengawal
konstitusi, MK berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan,
membimbing, serta memastikan UUD NRI 1945 dijalankan dengan
sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya dijalankan dengan penuh kebijaksanaan.
Kedua, MK bertindak sebagai penafsir akhir dan resmi dari UUD NRI
1945 (the sole interpreter of constitution) (Alfandy, 2024).

Secara yuridis, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga negative legislator di atur dalam ketentuan berikut: Pasal 24
C ayat (1) UUD NRI 1945; “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar.” Kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar.”

Kedua ketentuan tersebut menegaskan kedudukan lembaga
tersebut sebagai negatif legislator, yaitu sebuah kewenangan legislatif
dalam arti negatif yang fungsinya membatalkan norma, kebalikan dari
kewenangan legislatif dalam arti positif atau positive legislator sebagai
pembentuk norma yang di emban oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
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Presiden. Selain itu, kewenangan pengujian yang dilakukan dibagi
menjadi dua, yaitu menilai secara formil dan menilai secara materiil.

Uji secara fomil diiartikan sebagai suatu proses memberikan
penilaian terhadap suatu produk hukum yang berfokus pada aspek
prosedur dan bentuk pembuatannya, bukan berfokus pada substansi
atau materi dari produk hukum tersebut. Sedangkan uji secara
materiil diartikan sebagai suatu proses pengujian yang titik beratnya
pada evalusasi mengenai substansi atau materi muatan yang ada di
dalam undang-undang tersebut apakah selaras atau bertolak
belakang dengan norma yang ada dalam konstitusi. Kedua
pengujian tersebut dijelaskan dalam ketentuan sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan; dalam
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa: pembentukan undang-undang
tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau materi muatan
dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Journal et al.,, 2025).

Pengujian Formil

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai dikenal dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia sejak perubahan UUD 1945 tahun 2001,
ketika gagasan tentang lembaga ini dimasukkan sebagai norma
konstitusi. Namun, secara resmi MK baru berdiri setelah disahkannya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
pada 13 Agustus 2003.

Melalui Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, MK diberikan empat
kewenangan utama dan satu kewajiban baru yang sebelumnya belum
dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan
tersebut meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
2. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara,
3. Memutus pembubaran partai politik,
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Perbedaan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil di
Mahkamah Konstitusi
Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini terbagi
menjadi dua bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil.
Pengujian formil merupakan pengujian terhadap proses
pembentukan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan,
pembahasan, hingga pengesahan dan pengundangan. Tujuannya
adalah memastikan bahwa undang-undang tersebut dibentuk sesuai
dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam UUD 1945
maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Jika ditemukan pelanggaran terhadap prosedur
pembentukan, maka undang-undang dapat dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.
Sementara itu, pengujian materiil merupakan pengujian terhadap
substansi atau isi undang-undang yang dianggap bertentangan
dengan ketentuan atau prinsip-prinsip dalam UUD 1945. Dalam
pengujian materiil, fokus pemeriksaan MK bukan pada proses
pembentukannya, tetapi pada norma hukum yang terkandung dalam
pasal-pasal undang-undang tersebut. Jika terbukti bertentangan
dengan Kkonstitusi, norma yang diuji dapat dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagian atau seluruhnya.
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Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga pelaku
kekuasaan kehakiman yang lahir dari reformasi konstitusional pasca-
1998. Pembentukannya didasarkan pada kebutuhan untuk
menegakkan prinsip constitutional supremacy dan membatasi
kekuasaan legislatif agar tidak melampaui konstitusi. Melalui
kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, MK
menjadi pengawal utama Kkonstitusi di Indonesia. Lembaga ini
menegaskan bahwa segala bentuk legislasi harus sejalan dengan nilai
dasar konstitusi, terutama hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Keberadaan MK tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga
memastikan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Dalam
konteks inilah MK disebut sebagai penjaga konstitusi (guardian of the
constitution) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara
(Kurnia, 2013).

Keberadaan MK mencerminkan komitmen bangsa Indonesia
untuk menegakkan sistem checks and balances dalam kerangka negara
hukum (rechtstaat). Sebelum MK berdiri, kekuasaan kehakiman tidak
memiliki instrumen efektif untuk mengoreksi produk undang-undang
yang bertentangan dengan UUD 1945. Setelah perubahan UUD 1945,
sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi model peradilan
konstitusi seperti yang berkembang di Eropa Kontinental. Model ini
menempatkan MK sebagai lembaga independen dengan kewenangan
eksklusif untuk melakukan judicial review. Keputusan MK bersifat
final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang
tinggi. Oleh karena itu, MK menjadi simbol supremasi konstitusi atas
supremasi politik (Subiyanto, 2020).

Kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang
terhadap UUD merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi
konstitusional. Dalam sistem ini, kekuasaan rakyat yang diwakili oleh
lembaga legislatif tidak bersifat absolut, karena tetap harus tunduk
pada konstitusi sebagai norma tertinggi. Pengujian undang-undang
memberi ruang bagi warga negara untuk menuntut keadilan ketika
hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh produk legislasi.
Mekanisme ini memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum
sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan. Dalam
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praktiknya, MK telah berulang kali menjadi forum konstitusional bagi
masyarakat untuk mengoreksi undang-undang yang dianggap
inkonstitusional. Dengan demikian, MK memainkan peran strategis
dalam menjaga harmoni antara demokrasi dan supremasi hukum
(Indra, Saragih, & Muhtar, 2023).

Pembentukan MK juga menandai transisi penting dari
parliamentary supremacy menuju constitutional supremacy. Dalam
sistem lama, parlemen dianggap sebagai lembaga tertinggi yang tidak
dapat dikoreksi secara hukum. Namun, setelah reformasi konstitusi,
kedaulatan rakyat tidak lagi diartikan sebagai kekuasaan tanpa batas,
melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Dengan adanya
MK, setiap undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dapat diuji
secara yuridis untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945.
Prinsip ini menjadi wujud konkret dari gagasan limited government
dalam negara hukum modern. Oleh sebab itu, MK menjadi lembaga
yang meneguhkan keberadaan konstitusi sebagai “the living law”
(Tushnet, 2008).

Peran MK tidak terbatas pada fungsi yudisial, tetapi juga
berimplikasi pada arah politik hukum nasional. Melalui putusannya,
MK dapat menentukan tafsir konstitusional terhadap norma hukum
dan bahkan mengubah arah kebijakan publik. Dalam hal ini, MK tidak
hanya menjadi negative legislator yang membatalkan norma, tetapi
juga berperan sebagai positive legislator yang memberikan makna
baru terhadap ketentuan hukum. Peran ini tampak jelas dalam
beberapa putusan yang bersifat landmark decision, seperti pengakuan
hak konstitusional anak luar kawin dan jaminan hak politik bagi warga
negara tertentu. Dengan demikian, MK tidak hanya menegakkan teks
hukum, tetapi juga nilai-nilai moral konstitusi (Mohammad Mahrus
Alj, 2015).

Dalam pandangan hukum tata negara modern, MK memiliki
kedudukan yang strategis sebagai pengawal prinsip rule of law dan
pelindung hak asasi manusia. Pengujian undang-undang yang
dilakukan MK sering kali berfungsi sebagai koreksi terhadap
kecenderungan oligarkis dalam legislasi. Melalui mekanisme ini, MK
menjadi saluran yudisial bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan
konstitusional. Dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, MK
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hanya bersifat deklaratif, tetapi juga korektif terhadap struktur
hukum yang telah berjalan. Selain pembatalan norma, MK juga
memiliki kewenangan untuk menafsirkan ulang norma undang-
undang agar sesuai dengan konstitusi. Dalam hal ini, MK tidak hanya
bertindak sebagai negative legislator yang membatalkan norma, tetapi
juga sebagai positive interpreter yang memberikan tafsir baru. Contoh
nyata terlihat dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang
status anak luar kawin, di mana MK memperluas makna hubungan
keperdataan demi perlindungan hak anak. Penafsiran konstitusional
semacam ini sering disebut sebagai constitutional construction, yaitu
interpretasi hukum yang progresif berdasarkan nilai keadilan dan
kemanusiaan. Menurut Sihombing (2022), putusan MK semacam ini
memperlihatkan bahwa konstitusi bersifat hidup (living constitution)
yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
Dengan demikian, MK berperan penting dalam membangun
konstitusionalisme dinamis di Indonesia.

Implikasi lainnya ialah bahwa putusan MK memiliki dampak
terhadap stabilitas sistem hukum dan peraturan perundang-
undangan nasional. Setiap norma yang dibatalkan oleh MK harus
segera ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah untuk menghindari
kekosongan hukum. Namun, studi Dewi (2020) mencatat bahwa
tindak lanjut legislator terhadap putusan MK sering kali berjalan
lambat, menyebabkan ketidaksinkronan antara hukum formal dan
hukum konstitusional. Akibatnya, banyak putusan MK yang hanya
efektif di ranah yuridis tetapi belum terimplementasi secara politik.
Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan konstitusional masih menjadi
tantangan serius dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu,
keberhasilan putusan MK tidak hanya bergantung pada kekuatan
hukumnya, tetapi juga pada kemauan politik lembaga negara untuk
melaksanakannya.

Dampak lain dari putusan MK ialah perubahan paradigma dalam
hubungan antar lembaga negara. MK sering kali berperan sebagai
penengah dalam konflik antara lembaga eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Dalam hal ini, MK berfungsi menafsirkan batas-batas
kewenangan masing-masing lembaga agar tidak terjadi ultra vires
(penyalahgunaan kewenangan). Menurut Marzuki (2021), MK telah
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mengubah wajah sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih
seimbang melalui serangkaian putusan penting yang menegaskan
prinsip checks and balances. Misalnya, dalam sengketa kewenangan
antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, MK memperijelas batas
fungsi pengawasan peradilan. Dengan demikian, implikasi putusan
MK tidak hanya memperbaiki norma hukum, tetapi juga memperkuat
mekanisme kelembagaan negara agar selaras dengan konstitusi.

Dalam konteks politik hukum, putusan MK berimplikasi terhadap
pembuatan dan perbaikan kebijakan publik. Banyak kebijakan
pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang direvisi setelah
dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Sebagai contoh, putusan MK
mengenai uji materi UU Cipta Kerja (No. 91/PUU-XVIII/2020)
memaksa pemerintah melakukan revisi sistem legislasi melalui
omnibus law. Menurut Hasan (2022), putusan tersebut menandai
bentuk judicial activism MK yang turut mengarahkan arah reformasi
kebijakan nasional. Peran ini menunjukkan bahwa kekuasaan
kehakiman tidak lagi pasif, tetapi aktif mengawal arah pembangunan
hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, MK menjadi aktor penting dalam
politik hukum nasional yang berorientasi pada konstitusionalitas
kebijakan publik.

Secara sosiologis, putusan MK juga memiliki dampak terhadap
peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat. Melalui putusan-
putusan yang menyangkut hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan
keadilan sosial, MK menjadi sarana pembelajaran publik mengenai
nilai konstitusi. Penelitian Prasetyo (2021) menemukan bahwa
publikasi putusan MK melalui media daring meningkatkan
pemahaman warga terhadap prinsip keadilan konstitusional. Hal ini
menjadikan MK bukan hanya lembaga yudisial, tetapi juga lembaga
pendidikan publik tentang hukum dasar negara. Putusan MK yang
partisipatif dan transparan memperkuat legitimasi sosial lembaga ini.
Dengan demikian, implikasi hukum putusan MK juga menyentuh
ranah budaya hukum masyarakat. Selain berdampak terhadap
masyarakat, putusan MK memiliki pengaruh signifikan terhadap
praktik peradilan, khususnya Mahkamah Agung dan pengadilan-
pengadilan di bawahnya. Dalam banyak kasus, pengadilan umum
menggunakan pertimbangan hukum MK sebagai yurisprudensi
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konstitusional (Simanjuntak, 2019). Praktik ini memperkuat
harmonisasi antara peradilan konstitusi dan peradilan umum dalam
sistem hukum nasional. Hal ini sekaligus mendorong pembentukan
doktrin constitutional precedent yang dapat diacu oleh hakim dalam
menafsirkan hukum. Dengan begitu, putusan MK tidak hanya bersifat
kasuistik, tetapi juga membentuk arah yurisprudensi nasional. Sinergi
ini memperkuat integrasi sistem hukum Indonesia yang berbasis
konstitusi.

Secara keseluruhan, implikasi hukum putusan MK tidak hanya
terbatas pada pembatalan norma, tetapi juga membentuk arah evolusi
hukum konstitusi Indonesia. Putusan-putusan MK memperkuat
prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan perlindungan hak asasi
manusia dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Implikasi ini juga
mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap hukum dasar dan
penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks politik
hukum, MK berperan sebagai katalis bagi transformasi hukum
nasional menuju tatanan yang lebih adil dan responsif. Oleh karena itu,
setiap putusan MK harus dilihat sebagai peristiwa konstitusional yang
menata ulang relasi antara kekuasaan dan keadilan. Dengan demikian,
MK bukan hanya pengawal konstitusi, tetapi juga arsitek utama
pembaruan hukum nasional.
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Pengertian dan Prinsip Prosedur Pengujian

Prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (n) tahap
kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; (n) metode langkah
demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah (Badan
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2023). Dalam konteks hukum,
prosedur umumnya dikaitkan dengan hukum formal atau hukum
acara yang memiliki makna untuk mempertahankan hukum material.
Misalkan hukum perdata (material) untuk mempertahankan hak atau
jika terdapat pelanggaran maka terdapat hukum acara (formal) yang
mengatur tata cara dan prosedur mempertahankan haknya (Khasanah
etal. 2025:1).

Prosedur dalam bab ini menguraikan tata cara dan tahapan yang
dilakukan dalam pengujian formil undang-undang di Mahkamah
Konstitusi. Khususnya berbagai macam peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik dalam bentuk undang-undang dan
peraturan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mardian Wibowo, hukum
acara pengujian undang-undang pada dasarnya merupakan
seperangkat peraturan atau seperangkat prosedur untuk
mengoperasionalkan pengujian undang-undang (Wibowo 2022).
Hukum acara pengujian undang-undang mengatur dan
menyelaraskan, langkah demilangkah, sejak seseorang (warga negara
Indonesia) mengajukan permohonan kepada Mahkamah hingga
permohonan/perkara tersebut diputus dan dipublikasikan (Wibowo
2022:15).

Dalam teori pengujian (toetsing), terdapat perbedaan antara
pengujian materiil (materiil toetsing) dan pengujian formil (formelee
toetsing) (Fathorrahman 2021:136). Pengujian materiil, objek
pengujian lebih menekankan pada aspek materi muatan undang-
undang apakah bertentangan dengan norma yang terdapat dalam
konstitusi atau tidak (Prasetio and Widodo 2022). Fokusnya pada
materi muatan undang-undang. Sedangkan pengujian formil objek
pengujiannya ialah prosedur pembentukan undang-undang sebagai
suatu produk hukum. Sederhananya pengujian formil melihat
kesesuaian ketaatan lembaga pembentuk peraturan perundang-
undangan dalam melakukan proses pembentukan peraturan
perundang-undangan.
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Terdapat tiga prinsip pengujian formil undang-undang di

Mahkamah Konstitusi, antara lain (Akmaluddin 2025:37):

1. Prinsip Structural Due Process
Prinsip ini menekankan bahwa undang-undang harus dibentuk
oleh lembaga yang memiliki legitimasi atau kompetensi
institusional. Hal ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk
memutus apakah undang-undang telah dibentuk oleh
organ/lembaga yang tepat dan berdasarkan hierarki yang tepat.

2. Prinsip Due Process of Lawmaking
Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah pembuat undang-undang
telah mematuhi peraturan prosedur yang ditetapkan oleh
konstitusi, anggaran dasar, dan/atau aturan internal pembentuk
undang-undang (berbagai macam peraturan perundang-undangan
mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, baik
dalam konstitusi, undang-undang dan peraturan pelaksananya).
Prinsip ini lahir dari kritik yang dikeluarkan oleh Hans A. Linde
terhadap kecenderungan pengadilan yang alih-alih berfokus
mempertanyakan  tujuan  pembentukan  undang-undang,
pengadilan justru sibuk dengan pembenaran substansi undang-
undang yang diujikan (Akmaluddin 2025).

3. Prinsip Legislative Due Process
Prinsip ini berarti bahwa pengadilan diberikan kewenangan untuk
menilai proses pembentukan dan penyusunan undang-undang
telah dilaksanakan oleh legislatif dengan semestinya atau tidak.
Standar penilaian proses pembentukan dan penyusunan tersebut
adalah prinsip/asas formil pembentukan peraturan perundang-
undangan.

Pengujian formil adalah pengujian yang dilakukan oleh
pengadilan untuk menentukan keabsahan suatu undang-undang
berdasarkan pemeriksaan prosedur pembentukannya (Akmaluddin
2025; Navot 2006). Beberapa pertanyaan prinsip pengujian formil
adalah mengenai penilaian tingkat konstitusionalitas suatu undang-
undang yang mencakup:

Afrizal Mukti Wibowo
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Apakah suatu undang-undang telah diatur dalam
bentuk, format, dan struktur yang tepat?

Apakah suatu undang-undang diundangkan
oleh institusi yang tepat?

Apakah suatu undang-undang telah ditetapkan
menurut prosedur yang tepat?

Gambar 6.1: Penilaian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang
Sumber: (Akmaluddin 2025:38)

Proses pembentukan undang-undang yang dimaksud dalam
konteks pengujian formil mencakup keseluruhan tahapan mulai dari
penyusunan atau perancangan (drafting) hingga pengumuman
undang-undang dalam Lembaran Negara, sesuai ketentuan Undang-
Undang Dasar 1945 beserta aturan turunannya (Wibowo 2022).
Dalam hal ini, pengujian formil tidak hanya menyoroti isi atau materi
undang-undang, melainkan menempatkan perhatian pada proses
legislasi itu sendiri mulai dari tahap pembahasan, pengesahan,
pengundangan, hingga pelaksanaan pemberlakuan undang-undang
(Sahbani 2022).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengujian formil dapat didefinisikan
secara sederhana sebagai pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk
dalam ruang lingkup pengujian materiil, yang berarti segala aspek
non-substansi dalam pembentukan undang-undang (Hukum 2023).
Pengujian formil menjadi sarana mekanisme pengawasan (kontrol)
untuk memastikan para pembentuk undang-undang mematuhi
berbagai norma normatif dan prosedural yang diwajibkan oleh
konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait (Tantangan Uji
Formil UU | Open Parliament 2020).

Jika ditemukan bahwa proses legislasi tidak memenuhi prinsip-
prinsip seperti transparansi, partisipasi masyarakat yang bermakna,
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STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA
SECARA DARING (ONLINE)

PERSYARATAN LAYANAN
Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui
aplikasi simpel.mkriid, menu konsultasi dalam Laman : . <
MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi SI STFM'"M [r’? NISME DAN PROSEDUR
atau melalui email di konsultasi@mikiid, serta melalui 1 e pedhon
2 itasi

ke iItasi.
(telepon 021-2352-9000 pada jam layanan). L

S . 2
simpel.mkriid, menu konsultasi dalam Laman MK {mkriid), menu
Hubungl MK, sub menu konsultas! atau melalul emall di
Konsultasi@mkrid, serta melalui itelepon 021-2352-9000 pada jam
kerja)

3. Petugas Konsultasi memberitzhukan kepada pemohon konsultasi

JANGKA PENYELESAIAN melalui telepon bahwia konsultasi tersebut direkam.
60 menit. . Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultas)
ke dalam apikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Kansuitasi melaporkan pemberian layanan konsultasi
kepada Fanitera Muda dan Panitera.

BIAYA TARIF
Tidak ada biaya.

R PRODUK LAYANAN
a. Formulir Konsultasi terisi.
b. Konsultasi diupload dalam
SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

SIMPP
1. Lemaripenyimpan 5. Printer;
berkas; 6. Stempel;
. Meja Permohonan; 7. Laman MK (mkri.id);
. Komputer; 8. Melalui email di
. Telepon; konsultasi@mkri.id.

wN

KOMPETENSI PELAKSANA

&

a. Pelaksanamemiliki  c. Pelaksana dapat
kemampuan menjalankan
berkomunikasi; sistem atau aplikasi
b. Pelaksana memiliki yang berhubungan PENGAWASAN INTERNAL
pengetahuan seputar dengan proses ) y
Fukiimacaradl e 1. Kepala Subbagian 3. KepalaBiro
Mahkamah Konstitusi;  konsultasi. Pelayanan Teknis H”k"f"f dan‘
Persidangan Administrasi
2. Kepala Bagian Fasilitas Kepaniteraan
dan Pelayanan Teknis 4. Panitera Muda
PENANGANAN PENGADUAN, Persidangan 5. Panitera

SARAN DAN MASUKAN
. Melalui kotak saran;

. Melalui kotak pengaduan;
. Melalui laman MK; dan

. Melalui surat,

AW

JUMLAH PELAKSANA 7R

4orang H N/

JAMINAN PELAYANAN
Pemuatan formulir konsultasi
ke dalam SIMPP.

JAMINAN KEAMANAN,
KESELAMATAN PELAYANAN
1. Bebas biaya

2. Bebas KKN

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali

MASA BERLAKU IZIN
Tidak ada

WAKTU PELAYANAN
| Senin-Kamis: 08.00 - 15.00 WIB

(istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB)
st 350 300w
Gambar 6.3: Standar Pelayanan Pengajuan Permohonan Secara
Daring (online)

Sumber: (Prosedur Permohonan | Mahkamah Konstitusi RI n.d.)
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Pendahuluan: Modalitas, Standing, dan Mekanisme
Rujukan Dalam Pengujian Materiil

Supremasi konstitusi merupakan pilar fundamental negara hukum
demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi
yang mengikat seluruh organ negara dan warga negara. Di Indonesia,
prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang
menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang
dioperasionalisasikan melalui ketentuan Pasal 1 ayat (2) bahwa
"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar." Supremasi konstitusi menuntut harmonisasi
vertikal seluruh hierarki peraturan perundang-undangan dengan
nilai-nilai konstitusional (Huda, 2007).

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai guardian of the
constitution dengan kewenangan pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI 1945 sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
1945. Judicial review berfungsi sebagai instrumen pengawasan
konstitusional untuk memastikan tidak ada norma undang-undang
yang bertentangan dengan konstitusi atau melanggar hak
konstitusional warga negara. Sejak 2003 hingga 2024, MK telah
memutus lebih dari 1.514 perkara pengujian undang-undang,
mencerminkan kebutuhan signifikan akan mekanisme keadilan
konstitusional.

Proses pengujian materiil dilaksanakan melalui tahapan
sistematis: penerimaan dan registrasi permohonan, pemeriksaan
legal standing, sidang pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara,
hingga pembacaan putusan. Aspek legal standing menjadi krusial
karena menentukan aksesibilitas peradilan konstitusional. MK
merumuskan lima syarat kumulatif kerugian konstitusional: (a)
adanya hak konstitusional yang dijamin UUD 1945; (b) hak tersebut
dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji; (c) kerugian
bersifat spesifik dan aktual atau potensial; (d) hubungan kausal
(causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang; dan
(e) kemungkinan pemulihan hak bila permohonan dikabulkan.

Penafsiran MK terhadap konsep kerugian konstitusional
menunjukkan dinamika yang berdampak pada perluasan maupun
pembatasan akses keadilan konstitusional. Dalam sejumlah perkara,
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MK menerapkan tafsir fleksibel terhadap "kerugian potensial” untuk
mengakomodasi abstract review. Namun, inkonsistensi penerapan
standar legal standing berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum dan menurunkan kepercayaan publik (Siregar, 2014).

Hukum acara pengujian materiil diatur dalam UU Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah
terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, serta PMK Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang. Dalam praktiknya, MK mengembangkan variasi putusan tidak
hanya dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima, tetapi juga
conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional sebagai
inovasi yurisprudensial yang diadopsi dari Mahkamah Konstitusi
Korea Selatan. Model putusan bersyarat ini berdampak signifikan
terhadap fungsi legislasi dan pelaksanaan kebijakan publik dengan
membatasi ruang interpretasi pembentuk dan pelaksana undang-
undang. Dalam beberapa kasus, MK menetapkan tenggat waktu
perbaikan norma, seperti dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja.

Sistem pengujian Kkonstitusionalitas undang-undang secara
komparatif dapat diklasifikasikan ke dalam dua model utama yang
mencerminkan pilihan fundamental antara spesialisasi, aksesibilitas,
dan legitimasi demokratis peradilan konstitusional (Cappelletti,
1989). Model Terpusat (Centralized/Concentrated  Review)
menempatkan pengadilan konstitusi sebagai lembaga khusus di luar
struktur peradilan umum dengan kewenangan eksklusif membatalkan
undang-undang inkonstitusional, sebagaimana diterapkan di Austria,
Jerman, Italia, dan sebagian besar negara Eropa Kontinental (Kelsen,
1942). Keunggulan model ini terletak pada spesialisasi dan
konsistensi penafsiran konstitusi melalui constitutional adjudication
yang terpusat. Model ini memungkinkan abstract review pengujian
konstitusionalitas tanpa menunggu sengketa konkret sehingga
potensi inkonstitusionalitas dapat dicegah sebelum menimbulkan
dampak negatif (Stone Sweet, 2000).

Model  Terdesentralisasi  (Decentralized/Diffuse  Review)
sebagaimana dipraktikkan di Amerika Serikat memberikan
kewenangan judicial review kepada setiap pengadilan dalam hierarki
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Fungsi checks and balances menjadi kontribusi kedua. Mahkamah
Konstitusi tidak ragu membatalkan undang-undang yang meskipun
disahkan mayoritas DPR, namun bertentangan dengan hak
konstitusional. Putusan pembatalan sebagian UU Cipta Kerja dalam
Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena tidak memenuhi prinsip
partisipasi publik bermakna, pembatalan presidential threshold dalam
Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, dan berbagai putusan terkait UU
Pemilu menunjukkan kontrol efektif terhadap kekuasaan legislatif
(Isra, 2010). Melalui yurisprudensi, Mahkamah mengembangkan
doktrin konstitusional seperti open legal policy, kerugian
konstitusional dengan lima syarat kumulatif, living constitution, dan
proporsionalitas dalam menilai pembatasan hak konstitusional.

Kontribusi ketiga adalah perlindungan hak minoritas dan
kelompok rentan yang tidak terlindungi proses politik demokratis
berbasis prinsip mayoritas. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010
melindungi hak anak luar kawin, Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016
melindungi hak penghayat kepercayaan, dan Putusan Nomor 68/PUU-
XII/2014 melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat
(Susanti, 2019). Dalam hak sipil-politik, Mahkamah memperkuat
partisipasi demokratis melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009
yang mengubah sistem pemilu dari closed list menjadi open list, dan
Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 yang membatalkan pemilihan kepala
daerah melalui DPRD. Bahkan untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya
yang Kkerap dianggap non-justiciable, Mahkamah mengadopsi
pendekatan progresif dengan mengakui justisiabilitasnya.

Penguatan fungsi pengujian materiil memerlukan reformasi
komprehensif. Revisi mendesak UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU
Nomor 7 Tahun 2020 harus mencakup kodifikasi kriteria legal
standing yang eksplisit dengan penjelasan rinci mengenai hak
konstitusional, kerugian konstitusional, hubungan kausal, dan
kemungkinan pemulihan, serta adopsi public interest standing untuk
perkara kepentingan publik. Perluasan objek pengujian perlu
mencakup Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang
telah ditetapkan menjadi undang-undang dan integrasi pengujian
peraturan perundang-undangan untuk menghindari dualisme dengan
Mahkamah Agung.
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Penguatan mekanisme enforcement menjadi prioritas krusial:
sanksi tegas bagi lembaga atau pejabat yang tidak melaksanakan
putusan, baik sanksi administratif, politik, maupun pidana.
Mekanisme supervisory jurisdiction dan contempt of court perlu diatur
eksplisit. Perbaikan mekanisme pemilihan dan pengawasan hakim
konstitusi mendesak untuk mengurangi politisasi dan memperkuat
independensi melalui transparansi, seleksi berbasis merit, dan
persyaratan supermajority untuk mengurangi pengaruh politik
partisan.

Pengujian materiill merupakan mekanisme fundamental
demokrasi konstitusional Indonesia dengan kontribusi signifikan
terhadap supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional.
Namun efektivitas prosedur masih berada pada tingkat moderat
dengan kelemahan serius dalam aksesibilitas dan enforcement.
Reformasi komprehensif (mencakup revisi kerangka hukum,
penguatan aksesibilitas melalui constitutional legal aid, perbaikan
enforcement dengan sanksi tegas, dan penguatan independensi
kelembagaan) memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan
untuk mewujudkan negara hukum demokratis dan konstitusional di
mana supremasi konstitusi ditegakkan dan hak konstitusional warga
negara dilindungi optimal.
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Pendahuluan: Konsep Legal Standing sebagai Pintu
Gerbang Keadilan Konstitusional

Hukum acara merupakan salah satu percabangan dalam studi hukum.
Terdapat banyak hal yang bisa dibahas di dalam hukum acara. Jika kita
ingin membedakan kewenangan suatu pengadilan dan pengadilan
lainnya dapat kita lihat melalui kompetensi absolut dan relatif. Namun
setelah kita mengetahui kekhasan kewenangan dari suatu pengadilan
khususnya dalam konteks perkara apa yang dapat diputuskan oleh
suatu pengadilan, pertanyaan berikutnya berlanjut pada “siapa pihak
yang dapat berperkara dalam pengadilan tersebut?”.

Menjawab pertanyaan tersebut, maka hal yang dapat kita
lakukan pertama kali adalah dengan mengetahui konsep yang disebut
legal standing di dalam proses peradilan. Legal standing merupakan
suatu hal yang esensial untuk dapat mengetahui apakah seseorang
berkapasitas atau tidak berkapasitas untuk dapat berperkara di dalam
suatu peradilan. Legal standing merupakan tahapan awal yang
dilakukan pada proses peradilan sebelum masuk pada tahap
pemeriksaan pokok perkara.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, memberikan isyarat
bahwa tidak semua orang dapat mengajukan diri sebagai pemohon,
adanya kepentingan hukum saja tidak dapat menjadi alasan bahwa
seseorang itu dapat mengajukan diri sebagai pemohon. Hal ini sejalan
dengan prinsip standing atau personae standi in judicio yaitu
kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan dimuka
pengadilan (standing to sue). Setidaknya, konsep standing dapat
memberikan gambaran apakah seseorang yang melakukan
permohonan kepada pengadilan terkena dampak secara cukup
sehingga layak untuk dilanjutkan mendapatkan keputusan dari suatu
pengadilan (Siahaan, 2012).

Menurut Peter Cane, terdapat beberapa alasan pembatasan
akses pengujian undang-undang (judicial review) yaitu: (Soebechi,
2016).

1. Mencegah pemerintahan yang terhambat karena proses litigasi
berlebihan;

2. Mengurangi risiko tindakan kehati-hatian berlebihan yang
dilakukan oleh pemerintah karena takut untuk digugat;
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3. Keterbatasan sumber daya peradilan;
4. Diajukan oleh seseorang dengan kepentingan nyata;
5. Memastikan pemohon memiliki kepentingan.

Dalam hukum acara mahkamah konstitusi, legal standing dapat
dilihat dan dipertimbangkan dalam dua aspek. Pertama, apakah
seseorang yang mengajukan permohonan memang diatur dalam
peraturan perundang-undangan (dapat dilihat di dalam Undang-
Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi, atau Putusan Mahkamah
Konstitusi) sebagai pihak yang dapat menjadi pemohon. Kedua,
apakah hal yang dimohonkan merupakan perkara yang memang
menjadi kewenangan yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Maka kedua hal itu dapat pula dikatakan sebagai subjectum litis dan
objectum litis. (Triningsih & Mardiya, 2021).

Setidaknya legal standing dalam hukum acara mahkamah
konstitusi sebagai pintu gerbang (gate away) memiliki beberapa
fungsi, antara lain: 1) filter atau penyeleksi awal; 2) informasi awal
bahwa dia dapat mengajukan diri sebagai pemohon; dan 3)pedoman
bagi pemohon bahwa apa yang dimohonkan memiliki kepentingan
yang dilindungi secara konstitusional.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan
pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar
(constitutional review). Tujuan penting dari adanya legal standing
adalah untuk melihat apakah terdapat kerugian konstitusional,
dimana hal ini merupakan suatu kerugian yang dirasakan oleh warga
negara/badan hukum yang timbul dari pemberlakukan undang-
undang (Asshiddiqie, 2010). Kerangka ini ditetapkan secara normatif
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang mengharuskan Pemohon (baik
perorangan, badan hukum, maupun lembaga negara) untuk
mendalilkan hak atau kewenangan konstitusional spesifik mana yang
dijamin oleh UUD NRI 1945 dan dilanggar oleh norma yang diuji
(Mahkamah Konstitusi, 2020). Dengan demikian, MK tidak membuka
pintunya bagi siapa saja, melainkan hanya bagi mereka yang dapat
mengartikulasikan kepentingan hukum yang bersifat konstitusional.
Setidaknya, dalam setiap putusannya Mahkamah Konstitusi akan
selalu melihat apakah pemohon memiliki legal standing sebagai
pemohon untuk kemudian memeriksa kerugian konstitusional dari
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pemohon (pokok perkara) untuk dibuktikan adanya hubungan antara
kerugian yang dialami dengan peraturan yang diundangkan atau
causal verband (Mahkamah Konstitusi, 2010).

Bab ini akan membahas mengenai pihak yang dapat menjadi
pemohon pengujian undang-undang baik secara formil dan materiil.
Setidaknya ada beberapa sub bab yang akan dibahas, diantaranya: 1)
aturan normatif dari pihak yang dapat menjadi pemohon; 2) praktik
atau perkembangan kualifikasi pemohon pengujian materiil; dan 3)
kekhususan legal standing dalam pengujian formil.

Landasan Normatif dan Teoretis Pemohon di Mahkamah
Konstitusi
UU MK telah mengatur kualifikasi subjek hukum yang dapat menjadi
pemohon di dalam pengujian undang-undang. Pasal 51 ayat (1) UU MK
menyebutkan bahwa, pemohon merupakan pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:
1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
Pemohon berupa perseorangan dapat dilakukan apabila terdapat
individu yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh
undang-undang tertentu seperti hak kebebasan berekspresi, hak
atas pendidikan, dsb.
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
Kategori ini merupakan pengakuan secara konstitusional terhadap
masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 18B UUD NRI 1945,
dimana jika ada masyarakat hukum adat merasa dirugikan atas
norma tertentu dapat melakukan permohonan ke Mahkamah
Konstitusi (Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)
3. Badan Hukum Publik atau Privat;
Pemohon badan hukum publik dapat berupa universitas maupun
pemerintahan daerah (Putusan MK Nomor 11/PUU-XVII/2019),
sedangkan Badan Hukum Privat dapat berupa perusahaan, asosiasi
pengusaha, atau organisasi kemasyarakatan (Putusan MK Nomor
012/PUU-1/2003).
4. Lembaga Negara
Kategori ini mencakup lembaga negara (baik yang kewenangannya
disebut di UUD 1945 maupun yang tidak) yang merasa
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syarat pertautan langsung tersebut tidak sama dengan mekanisme
pengujian materiil yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-I11/2005.

3. Tenggat Waku

Kekhasan lain yang ada pada model pengujian formil adalah
adanya tenggat waktu pengujian. Hal ini berbeda dengan model
pengujian materiil dimana tidak terdapat tenggat waktu dalam
pengujian. Dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah
Konstitusi (MK) berpandangan bahwa batas waktu 45 hari sejak
sebuah undang-undang diundangkan di Lembaran Negara sudah
memadai. Argumentasi MK didasarkan pada asumsi bahwa
ketidaksesuaian prosedur pembentukan undang-undang (uji
formil) dengan UUD NRI 1945 lebih mudah terdeteksi daripada
pertentangan substansi (uji materiil). Selain itu, penetapan tenggat
waktu ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum
mengenai keabsahan undang-undang tersebut. Ketentuan ini pun
dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 7/2025.
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Pendahuluan

Pengujian formil adalah proses penilaian terhadap keabsahan

prosedur pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, bukan

terhadap isinya. Ruang lingkup pengujian formil mencakup seluruh
tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan,
pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, untuk memastikan
semua prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum. Pengujian
formil (formal review) merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh
lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, untuk menilai
apakah suatu peraturan perundang-undangan telah dibentuk melalui
prosedur yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pengujian ini tidak menilai materi atau substansi peraturan,
melainkan hanya proses pembentukannya (Handoyo, 2021; Siboy et

al,, 2022; Setiawan, 2025).

Ruang Lingkup Pengujian Formil

1. Tahapan yang Dinilai: Meliputi perencanaan, penyusunan,
pembahasan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan
peraturan (Handoyo, 2021; Siboy et al., 2022).

2. Objek Pengujian: Semua peraturan perundang-undangan yang
diduga cacat prosedur, misalnya undang-undang yang disahkan
tanpa memenuhi syarat kuorum, atau tanpa partisipasi publik yang
memadai (Handoyo, 2021; Siboy et al., 2022).

3. Lembaga Berwenang: Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi
berwenang melakukan pengujian formil terhadap undang-undang
terhadap UUD 1945 (Handoyo, 2021; Setiawan, 2025).

4. Tujuan: Menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak warga
negara, dan supremasi konstitusi (Handoyo, 2021; Setiawan,
2025).

Dengan demikian, pengujian formil sebagai mekanisme yang
penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-
undangan dibentuk secara sah dan sesuai prosedur, sehingga
menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional
masyarakat.

Pengujian formil dan pengujian materiil adalah dua mekanisme
utama dalam judicial review (pengujian peraturan perundang-
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undangan) di Indonesia. Perbedaan utamanya terletak pada aspek
yang diuji: pengujian formil menilai proses pembentukan peraturan,
sedangkan pengujian materiil menilai isi atau substansi peraturan.
Keduanya penting untuk memastikan peraturan perundang-
undangan sah secara prosedural dan substansial.

Tabel 9.1: Perbedaan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil

ASPEK PENGUJIAN FORMIL PENGUJIAN MATERIIL

Fokus Prosedur pembentukan | Isi/substansi peraturan
peraturan

OBJEK Apakah prosedur sesuai | Apakah isi bertentangan

aturan (misal, partisipasi | dengan peraturan yang
publik, tahapan legislasi) | lebih tinggi (misal, UUD

1945)
LEMBAGA Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (UU),
BERWENANG (UU), Mahkamah Agung | Mahkamah Agung (di
(di bawah UU) bawah UU)
CONTOH UU disahkan tanpa Isi UU melanggar hak asasi
memenuhi syarat formil | atau bertentangan dengan
uuD

Sumber: diolah penulis

Pengujian Formil menilai apakah prosedur pembentukan
peraturan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti
tahapan legislasi, partisipasi publik, dan tata cara pengesahan. Jika
ditemukan cacat formil, peraturan dapat dibatalkan tanpa menilai
isinya (Hidayat et al.,, 2022; Hsb, 2018), sedangkan Pengujian Materiil
menilai apakah isi atau substansi peraturan bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945. Fokusnya pada norma
atau materi yang diatur, bukan pada proses pembentukannya
(Hidayat et al., 2022; Hsb, 2018).

Pengujian formil dalam negara hukum memiliki dasar filosofis
yang kuat, yaitu untuk memastikan kekuasaan negara dibatasi oleh
hukum dan setiap proses pembentukan peraturan perundang-
undangan berjalan sesuai prosedur yang adil, transparan, dan
akuntabel. Hal ini merupakan implementasi prinsip negara hukum
(rechtsstaat/rule of law) yang menekankan supremasi hukum,
perlindungan hak asasi, dan pembatasan kekuasaan penguasa
(Simamora, 2014; Hambali, 2021).
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[su-isu kontemporer seperti digitalisasi, kompleksitas regulasi,
pengaruh hukum internasional, dan partisipasi publik menjadi
tantangan utama pengujian formil. Namun, dengan inovasi dan
adaptasi, prospek ke depan adalah sistem pengujian formil yang lebih
transparan, responsif, dan akuntabel. Pengujian formil kini tidak
hanya berfokus pada hukum nasional, tetapi juga harus
mempertimbangkan norma internasional dan transnasional, terutama
dalam isu-isu global seperti privasi data dan perlindungan hak asasi
manusia (Lustig & Weiler, 2018; Reis et al, 2024). Tuntutan akan
partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi dan pengujian
formil semakin menguat. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi
kunci untuk menjaga legitimasi lembaga penguji (Setiawan et al,,
2024; Bell, 2024).

Penutup

Arah perkembangan pengujian formil di masa depan menunjukkan
transformasi signifikan baik dari sisi kelembagaan, prosedur, maupun
pemanfaatan teknologi. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan akan
sistem legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan adaptif
terhadap dinamika sosial-politik serta kemajuan teknologi. Penguatan
mekanisme post-legislative scrutiny (PLS) di tingkat nasional dan
daerah menjadi arah penting. Namun, masih banyak DPRD provinsi
yang belum mengadopsi prosedur PLS secara formal, sehingga ke
depan perlu didorong harmonisasi dan penguatan peran DPRD dalam
evaluasi regulasi daerah untuk meningkatkan kualitas legislasi dan
mencegah tumpang tindih kewenangan (Syam et al., 2024; Saifudin et
al,, 2023).

Arah perkembangan pengujian formil ke depan menekankan
penguatan kelembagaan, digitalisasi, transparansi, dan partisipasi
publik untuk mewujudkan sistem legislasi yang responsif, akuntabel,
dan berkeadilan.Pengujian formil ke depan perlu menekankan pada
supremasi konstitusi, dengan penguatan mekanisme pengujian
terhadap perubahan konstitusi agar tidak menjadi alat kepentingan
politik pragmatis. Aspek prosedural, format, dan kewenangan
lembaga harus diperjelas dan diperkuat (Prasetio & Widodo, 2022;
Nggilu et al., 2024).
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Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengujian formil
akan semakin dominan, seperti penerapan paperless, contactless
service, dan sistem informasi legislasi. Hal ini bertujuan meningkatkan
transparansi, efisiensi, dan akses publik terhadap proses legislasi
(Setiawan et al., 2024; Martitah et al., 2023). Ke depan, partisipasi
publik yang lebih luas dan keterbukaan informasi akan menjadi
standar baru dalam pembentukan dan pengujian peraturan, guna
memastikan keadilan substantif dan legitimasi hukum (Rodiyah et al.,
2023; Martitah et al,, 2023).
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Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak berdirinya pada 2003 telah menjadi
pilar utama dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu kewenangan
utama MK adalah pengujian materiil (material review), yaitu
pengujian substansi norma undang-undang terhadap norma
konstitusi (Asshiddiqgie 2006). Dalam praktiknya, putusan-putusan
pengujian materiil tidak hanya membatalkan norma yang
bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga mengubah struktur dan
arah pembentukan hukum nasional. Tulisan ini mengkaji bagaimana
dampak teoretis dan praktis dari putusan-putusan pengujian materiil
terhadap sistem hukum nasional, baik dalam dimensi
konstitusionalisme, politik hukum, maupun implementasi kebijakan
publik.

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945
sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan
pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of
constitutional rights). Melalui pengujian materiil, MK menjadi
mekanisme koreksi terhadap legislasi yang dianggap bertentangan
dengan prinsip konstitusional, seperti supremasi konstitusi
(supremacy of the constitution), rule of law, dan hak asasi manusia
(Eddyono 2018).

Dalam kerangka teori Hans Kelsen tentang hierarchy of norms, MK
berperan memastikan konsistensi antara norma undang-undang
dengan norma konstitusi tertinggi. Fungsi ini mempertegas sistem
hukum Indonesia sebagai sistem hukum yang menjadikan konstitusi
sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land).

Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding),
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karakter ini
menyebabkan setiap putusan pengujian materiil tidak hanya
berimplikasi terhadap norma yang diuji, tetapi juga terhadap
keseluruhan sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, MK dapat menggunakan tiga pendekatan
utama dalam melakukan pengujian materiil:
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1. Pendekatan tekstual (textual approach) - menafsirkan norma
berdasarkan bunyi pasal;

2. Pendekatan teleologis (teleological approach) - menilai tujuan
pembentuk undang-undang;

3. Pendekatan kontekstual dan progresif (contextual and progressive
approach) - mempertimbangkan nilai-nilai konstitusi dan keadilan
substantif (Faiz 2023).

Sebagai contoh, dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
tentang status anak luar kawin, MK menerapkan pendekatan progresif
yang menafsirkan hak konstitusional anak dalam konteks
kemanusiaan dan keadilan sosial. Putusan ini memperluas norma
hukum perdata dan memaksa perubahan paradigma dalam hukum
keluarga nasional (Wulandari 2022).

Secara teoritis, dampak putusan pengujian materiil dapat
diklasifikasikan dalam tiga kategori (Faiz 2021):

1. Dampak normatif (normative impact) - berupa perubahan atau
penghapusan norma hukum dalam undang-undang;

2. Dampak institusional (institutional impact) - berupa perubahan
hubungan antar-lembaga negara;

3. Dampak sistemik (systemic impact) - berupa penyesuaian terhadap
sistem hukum dan kebijakan publik.

Dengan demikian, putusan MK berfungsi sebagai sumber hukum
baru (new legal source) dan instrumen pembaharuan hukum
(instrument of legal reform). Di titik inilah pengujian materiil menjadi
bagian integral dari dinamika sistem hukum nasional yang adaptif
terhadap prinsip konstitusionalisme.

Pengujian materiil berakar pada teori supremasi konstitusi dan
prinsip checks and balances. Secara teoretis, fungsi MK adalah sebagai
negative legislator (Kelsen 1942), namun dalam konteks Indonesia,
peran tersebut sering kali melebar ke fungsi positive legislator
(Asshiddiqie 2020). Fenomena ini terjadi karena putusan MK kerap
berimplikasi langsung terhadap perubahan norma hukum dan praktik
penyelenggaraan negara.

Kewenangan MK dalam pengujian materiil berkembang melalui
sejumlah putusan landmark seperti Putusan No. 005/PUU-1V/2006
tentang UU Penyiaran dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 tentang UU
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KPK. Dalam dua dekade terakhir, MK telah menunjukkan orientasi
progresif dengan memperluas cakupan interpretasi terhadap frasa
“bertentangan dengan UUD 1945”, termasuk dimensi hak asasi
manusia, keadilan sosial, dan proporsionalitas kebijakan (Marzuki
2021).

Dampak terhadap Legislasi: Pembatalan, Interpretasi, dan
Perubahan Undang-Undang

Dampak paling nyata dari putusan pengujian materiil adalah terhadap
proses legislasi (law-making process). Putusan MK dapat
membatalkan sebagian atau seluruh norma undang-undang,
memberikan tafsir konstitusional yang bersifat mengikat (binding
constitutional interpretation), atau memerintahkan pembentuk
undang-undang melakukan perubahan sesuai prinsip konstitusi.
Dalam praktik hukum tata negara Indonesia, ketiga bentuk dampak
tersebut telah membentuk pola baru dalam relasi antara kekuasaan
kehakiman dan kekuasaan legislatif (Eddyono 2018).

Contoh konkret putusan yang membatalkan norma hukum adalah
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Omnibus Law Cipta
Kerja. MK menyatakan bahwa proses pembentukannya bertentangan
dengan UUD 1945 karena cacat formil dan materiil. Walau putusan ini
tidak serta-merta membatalkan seluruh isi undang-undang, MK
menegaskan perlunya perbaikan dalam jangka waktu dua tahun.
Putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menilai isi norma,
tetapi juga prosedur pembentukannya, yang pada akhirnya
memperkuat standar konstitusionalitas legislasi (Faiz 2022). Dalam
literatur hukum perbandingan, pendekatan ini dikenal sebagai
procedural constitutionalism (Stone Sweet 2000), di mana pengadilan
konstitusi menilai baik substansi maupun tata cara pembuatan
hukum.

Namun demikian, tidak semua permohonan pengujian materiil
berakhir dengan pembatalan norma. Dalam banyak kasus, MK
memilih  memberikan tafsir  Kkonstitusional (constitutional
interpretation) agar norma tetap berlaku, tetapi dengan makna yang
sesuai dengan UUD 1945. Misalnya, Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013
tentang status anak hasil perkawinan tidak tercatat, di mana MK
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menegaskan bahwa anak memiliki hubungan perdata dengan ayah
biologisnya berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan
(Wulandari  2022). Tafsir semacam ini memperlihatkan
kecenderungan MK untuk menyeimbangkan stabilitas hukum (legal
certainty) dengan keadilan substantif (substantive justice).

Dampak  ketiga  adalah  munculnya  putusan  yang
menginstruksikan  perubahan legislasi (legislative follow-up
obligations), yaitu kewajiban bagi DPR dan pemerintah untuk
menindaklanjuti putusan MK. Contohnya, Putusan MK No. 85/PUU-
XX/2022 yang membatalkan ketentuan usia minimum calon kepala
daerah karena dianggap membatasi hak konstitusional warga negara.
Putusan tersebut memaksa DPR dan Pemerintah menyesuaikan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada agar selaras
dengan UUD 1945 (Eddyono 2023). Fenomena ini menegaskan peran
MK sebagai negative legislator, sebagaimana dirumuskan oleh Kelsen,
tetapi dalam praktiknya MK Indonesia telah berkembang menjadi
quasi-positive legislator karena turut mengarahkan substansi
perubahan undang-undang (Faiz 2021).

Secara lebih luas, putusan pengujian materiil juga mengubah
orientasi politik legislasi nasional. MK mendorong munculnya konsep
constitutional responsiveness, yaitu penyesuaian legislasi terhadap
nilai-nilai konstitusi dan aspirasi masyarakat (Satriawan 2020). Hal
ini terlihat pada perubahan berbagai undang-undang penting pasca-
putusan MK, seperti UU Sumber Daya Air, UU Minerba, dan UU
Pendidikan Tinggi.

Namun demikian, masih terdapat masalah implementasi. Banyak
putusan MK yang tidak segera ditindaklanjuti oleh DPR, menyebabkan
kesenjangan antara norma konstitusi dan regulasi positif. Fenomena
constitutional stagnation ini menunjukkan perlunya mekanisme
pengawasan terhadap eksekusi putusan MK agar daya ikatnya efektif
dalam sistem hukum nasional (Faiz 2023).

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari putusan pengujian
materiil Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pergeseran paradigma
dalam penegakan hukum. Putusan MK tidak berhenti pada tataran
normatif, melainkan menimbulkan implikasi langsung pada sistem
peradilan umum, administrasi pemerintahan, serta lembaga penegak
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Pendahuluan

Konstitusi sebagai hukum dasar yang menjadi pedoman tertinggi
dalam penyelenggaraan negara, mengatur hubungan antara lembaga-
lembaga negara, antara negara dengan warga negara, serta menjamin
hak asasi manusia. Supremasi konstitusi menjadi prinsip fundamental
untuk memastikan bahwa segala tindakan pemerintahan dan
pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada
konstitusi (Asshiddiqie, 2019).

Menurut Hans Kelsen, konstitusi adalah norma dasar
(grundnorm) yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh sistem
hukum dalam suatu negara (Hans Kelsen, 1945). Dengan demikian,
semua bentuk tindakan pemerintah maupun produk legislasi harus
selalu dapat diuji kesesuaiannya dengan konstitusi agar tidak
menyimpang dari norma dasar dimaksud. Prinsip inilah yang menjadi
dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di berbagai negara,
termasuk Indonesia. Melalui putusan-putusan yang dihasilkannya, MK
tidak sekedar menegakkan hukum formal, melainkan juga
menegakkan keadilan substantif yang sejalan dengan semangat
konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, salah satu wewenang yang diberikan
kepada MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mana
wewenang ini sekaligus menjadikannya sebagai penjaga konstitusi
(the guardian of the constitution) dan pelindung hak-hak
konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights).

Melalui mekanisme judicial review, MK memiliki peran penting
dalam memastikan agar seluruh undang-undang tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip konstitusi dan rasa keadilan publik. Namun
demikian, dalam praktiknya, keadilan konstitusional sering kali
dihadapkan pada problematika tafsir terhadap norma-norma
konstitusi yang tidak selalu eksplisit dan determinatif. Pasal-pasal
dalam konstitusi terkadang tidak memiliki makna tegas dan
cenderung bersifat terbuka, sehingga memerlukan interpretasi yang
tidak hanya legal-formal, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai
keadilan substantif. Dalam konteks inilah peran MK menjadi sangat
penting. Tidak hanya sekadar sebagai pelaksana hukum tertulis,
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melainkan juga sebagai penafsir nilai-nilai dasar konstitusi yang harus
hidup dan relevan dalam dinamika sosial. Sebagaimana dikemukakan
oleh Theunis Roux, “Indonesia’s Constitutional Court has become a
critical site of negotiation between law and politics, embodying the
tension between judicial restraint and judicial activism in a new
democracy” (Constitutional Review, 2018). Hal ini memperlihatkan
bahwa keberadaan MK tidak dapat dipisahkan dari dinamika
demokrasi yang berkembang. Di satu sisi, MK dituntut menjaga prinsip
separation of powers dengan tidak melampaui batas kewenangannya,
namun di sisi lain, lembaga ini juga diharapkan progresif dalam
menafsirkan konstitusi untuk menjamin keadilan substantif. Dalam
praktiknya, pilihan antara kehati-hatian (judicial restraint) dan
keberanian progresif (judicial activism) sering kali menentukan
apakah putusan MK akan berfungsi sebagai penjaga status quo atau
sebagai motor perubahan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Andy Omara menyampaikan,
“The Court’s engagement in the judicial review process has expanded the
meaning of constitutional supremacy by giving it a democratic
character” (Constitutional Review, 2017). MK tidak hanya
menegakkan supremasi konstitusi secara formal, namun juga
menghidupkan Kkonstitusi sebagai instrumen demokrasi yang
melibatkan partisipasi publik dalam pencarian keadilan. Melalui
putusan-putusan yang bernilai progresif seperti pengujian terhadap
ketentuan pemilu, hak minoritas, dan kebebasan beragama, MK telah
memperluas cakrawala pemahaman bahwa keadilan konstitusional
harus menjangkau dimensi sosial dan moral masyarakat, bukan hanya
aspek hukum positif.

Pendekatan progresif ini sangat penting, karena sebagaimana
dikemukakan oleh S.N. Wijayanti, penegakan hukum konstitusional
yang hanya berlandaskan pada teks hukum berpotensi melahirkan
injustice within the law, yaitu ketidakadilan yang justru dilegitimasi
oleh norma hukum itu sendiri (S.N. Wijayanti, 2019). Dengan
demikian, hakim konstitusi harus berani menempatkan keadilan
substantif di atas keadilan prosedural. Dengan cara ini, MK tidak
sekadar menjadi lembaga yudisial, melainkan juga lembaga moral
yang mengemban tanggung jawab menjaga keadilan sosial sesuai
dengan cita-cita konstitusi.
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menegakkan keadilan berdasarkan konstitusi. MK menjadi benteng
terakhir dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara serta
menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis.

Keempat, meskipun peran Mahkamah Konstitusi sangat strategis,
lembaga ini masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal
maupun eksternal. Tantangan tersebut meliputi masalah integritas
hakim, beban perkara yang tinggi, intervensi politik, serta
keterbatasan dalam mekanisme pelaksanaan putusan. Diperlukan
reformasi kelembagaan yang berkesinambungan, peningkatan
akuntabilitas, serta penguatan budaya konstitusional agar Mahkamah
Konstitusi dapat terus menjalankan fungsinya secara optimal.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi menjaga
keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak
warga negara, demi terwujudnya keadilan konstitusional yang sejati.
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Kewenangan pengujian undang-undang merupakan fungsi
Mahkamah Konstitusi (MK) yang paling dominan secara empiris.
Dalam periode 2003-2017, dari 2.481 perkara yang diregistrasi, 1.134
merupakan uji undang-undang; selebihnya meliputi 910 perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, 412 perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Legislatif/Presiden, dan 25 Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara. Dominasi ini mencerminkan signifikansi normatif
uji undang-undang karena langsung menyentuh perlindungan hak
konstitusional warga. Setiap individu atau kelompok yang hak
konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh norma
undang-undang berhak mengajukan permohonan ke MK untuk
menilai konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 (Wibowo, 2018)

Dalam pengujian materiil undang-undang, parameter uji dibatasi
pada norma konstitusional dalam UUD 1945. Norma tersebut dapat
bersumber dari pasal/ayat dalam Batang Tubuh (Pasal 1-Pasal 37),
Aturan Peralihan (Pasal I-1II), dan Aturan Tambahan (Pasal I-II). Di
luar teks pasal-pasal itu, Pembukaan UUD 1945 juga secara
konseptual menyediakan tolok ukur konstitusionalitas. Meskipun
Mahkamah Konstitusi belum secara eksplisit menetapkan norma
Pembukaan sebagai batu uji langsung dalam putusan-putusannya,
keterhubungan argumentasi MK dengan Pancasila yang dirumuskan
dalam Pembukaan menunjukkan potensi kuat untuk menjadikannya
parameter uji normatif di masa mendatang. Dengan demikian, ruang
lingkup batu uji materiil saat ini berpusat pada norma tertulis UUD
1945, sembari membuka kemungkinan evolusi metodologis menuju
pemanfaatan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai standar pengujian
yang melengkapi teks konstitusi (Wibowo, 2018).

Konsep dan Definisi Dasar

Pengujian materiil undang-undang merupakan salah satu bentuk
pengujian konstitusionalitas yang difokuskan pada isi atau substansi
dari peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pengujian
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Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia,
dalam menjalankan fungsinya sebagai penafsir konstitusi final (the
final interpreter of constitution), menggunakan berbagai metode
penafsiran. Dalam pengujian undang-undang terkait keadilan sosial,
Mahkamah Konstitusi lebih sering menggunakan beberapa jenis
interpretasi (Triningsih & Agustine, 2020):

1. Interpretasi Gramatikal - menafsirkan norma berdasarkan makna
bahasa yang digunakan

2. Interpretasi Historis - menafsirkan norma dengan merujuk pada
sejarah pembentukan konstitusi dan peraturan perundang-
undangan

3. Interpretasi  Teleologis/Sosiologis - menafsirkan norma
berdasarkan tujuan dan konteks sosial

4. Interpretasi Komparatif/Perbandingan - membandingkan dengan
pengaturan di negara lain

Penelitian kritis menunjukkan bahwa dalam praktik, Mahkamah
Konstitusi Indonesia lebih condong menggunakan jenis penafsiran
kontekstualisasi nilai-nilai dasar (non-original intent) daripada
penafsiran tekstual atau penafsiran originalisme (original intent)
(Rubaie, 2018). Hal ini berarti bahwa dalam banyak kasus, Mahkamah
Konstitusilebih mengutamakan konteks sosial kontemporer dan nilai-
nilai yang berkembang daripada mencoba menemukan maksud
pembentuk konstitusi pada waktu perumusannya.

Akibat dari dominasi pendekatan non-original intent ini adalah
terbuka ruang diskresi hakim MK yang begitu luas, yang berakibat
mendistorsi kewenangan legislatif, terutama dalam hal hakim
menciptakan dan merumuskan norma baru (Rubaie, 2018).

Sintesis antara original intent dan living constitution dapat
dibangun melalui pendekatan yang sering disebut sebagai "contextual
originalism" atau originalisme kontekstual. Pendekatan ini
menggabungkan:

Pertama, Penghormatan Terhadap Original Intent sebagai
Anchor: Penafsir konstitusi harus tetap mempertimbangkan maksud
pembentuk konstitusi sebagai titik tolak dalam penafsiran. Hal ini
berfungsi untuk mencegah diskresi hakim yang tidak terbatas dan
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memberikan legitimasi terhadap keputusan penafsir (Rubaie, 2018).
Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti memahami dengan seksama
dokumen-dokumen sejarah pembentukan UUD 1945, termasuk berita
acara persidangan, pidato para pembentuk konstitusi, dan penjelasan
konstitusi.

Kedua, Pengakuan Terhadap Konteks Kontemporer dan Nilai-
Nilai yang Berkembang: Penafsir konstitusi harus mengakui bahwa
konstitusi hidup dalam masyarakat yang dinamis dan berkembang.
Nilai-nilai, kebutuhan, dan tantangan masyarakat terus berubah, dan
konstitusi harus mampu merespons perubahan tersebut (Sukriono,
2018).

Ketiga, Pembatasan Melalui Prinsip Konstitusionalisme: Sintesis
ini tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada hakim
untuk menafsirkan konstitusi. Sebaliknya, penafsiran tetap harus
dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusionalisme, seperti:

1. Prinsip negara hukum (rule of law)

2. Prinsip supremasi konstitusi

3. Prinsip pemisahan kekuasaan

4. Prinsip perlindungan hak asasi manusia
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Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia merupakan respons atas kebutuhan
reformasi untuk memperkuat supremasi konstitusi, menegakkan
prinsip negara hukum, serta menciptakan mekanisme checks and
balances antar lembaga negara setelah amandemen UUD 1945. MK
dibentuk untuk memastikan konstitusi sebagai hukum tertinggi
ditegakkan dan tidak dilanggar oleh produk hukum atau kebijakan
negara. MK berperan sebagai penafsir tunggal (sole interpreter)
konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara
(Kepada et al., 2022; Johan et al.,, 2023; Triningsih & Agustine, 2020).
Peran MK sebagai penafsir tunggal (sole interpreter) di kemudian hari
memperoleh kritik berkitan dengan hubungan kewenangan dengan
cabang kekuasaan legislatif, maka peran tersebut bertransformasi
menjadi MK sebagai penafsir akhir (final interpreter).

MK hadir sebagai lembaga yudisial independen yang mengawasi
dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
(Kepada et al,, 2022; Johan et al., 2023; Kurniawati & Rohmah, 2024;
Fudin, 2022). Pembentukan MK merupakan hasil tuntutan reformasi
1998 dan amandemen UUD 1945, yang menegaskan perlunya lembaga
penguji undang-undang terhadap UUD, penyelesai sengketa
kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan
penyelesaian sengketa hasil pemilu (Johan et al,, 2023; Triningsih &
Agustine, 2020). MK berfungsi melindungi hak-hak konstitusional
warga negara, termasuk dalam pengujian undang-undang yang
dianggap merugikan hak asasi atau bertentangan dengan UUD 1945
(Kepada et al,, 2022; Johan et al., 2023; Triningsih & Agustine, 2020).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong oleh kebutuhan
untuk menegakkan supremasi konstitusi, memperkuat checks and
balances, serta melindungi hak konstitusional warga negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi dan amandemen
UUD 1945.

Sebelum MK didirikan, tidak ada lembaga khusus yang menguji
undang-undang terhadap UUD, sehingga supremasi konstitusi lemah
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(Johan et al,, 2023; Triningsih & Agustine, 2020). MK memperkuat
sistem negara hukum dan demokrasi konstitusional, serta mencegah
dominasi satu lembaga negara (Kepada et al.,, 2022; Johan et al., 2023;
Kurniawati & Rohmah, 2024; Fudin, 2022).

Landasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi
(MK) dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia
sangat erat dengan peran MK sebagai pengawal konstitusi dan
penjamin supremasi UUD 1945. Kewenangan ini diatur secara
eksplisit dalam Pasal 24C UUD 1945 dan dioperasionalisasikan
melalui UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review)

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

3. Memutus pembubaran partai politik

4. Memutus perselisihan hasil pemilu (Natasha & Priskap, 2021;
Triningsih & Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020)

Kewenangan judicial review inilah yang menjadi instrumen utama
perlindungan HAM, karena MK dapat membatalkan undang-undang
yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara
sebagaimana diatur dalam Bab XA UUD 1945 tentang HAM (Nurhayati
et al, 2025; Triningsih & Agustine, 2020). Dengan demikian, MK
berperan sebagai pelindung hak-hak konstitusional dan HAM melalui
pengujian undang-undang yang berpotensi melanggar HAM.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menambah kewajiban MK untuk
memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh
Presiden/Wakil Presiden, yang juga dapat berkaitan dengan
pelanggaran HAM (Nuridahwati, 2020). Pasal 24C ayat (6) UUD 1945
mengamanatkan bahwa hukum acara dan ketentuan lain tentang MK
diatur dengan undang-undang, yang menjadi dasar lahirnya UU No. 24
Tahun 2003 (Widiarto, 2019).

UU No. 24 Tahun 2003 mempertegas dan merinci kewenangan
MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, khususnya dalam
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Pasal 10 ayat (1)
huruf a UU MK). Pengujian ini seringkali digunakan untuk
membatalkan norma hukum yang melanggar HAM (Triningsih &
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Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020). UU ini juga mengatur prosedur,
legal standing, dan mekanisme pengajuan permohonan pengujian
undang-undang, sehingga akses masyarakat untuk memperjuangkan
hak konstitusionalnya melalui MK menjadi lebih terbuka (Triningsih
& Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020).

MK berfungsi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (the sole and
the highest interpreter of the constitution), sehingga putusan-putusan
MK menjadi rujukan utama dalam menegakkan dan melindungi HAM
di Indonesia (Triningsih & Agustine, 2020; Nurhayati et al., 2025).
Putusan MK bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian
hukum dan perlindungan efektif terhadap pelanggaran HAM oleh
produk legislasi (Triningsih & Agustine, 2020; Nuridahwati, 2020).

Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 menjadi landasan
konstitusional utama bagi MK dalam melindungi HAM, terutama
melalui kewenangan judicial review yang memungkinkan pembatalan
undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional
warga negara. MK berperan sentral sebagai pelindung HAM dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mekanisme Judicial review Formil dan Materiil sebagai
Instrumen Perlindungan HAM
Judicial review formil dan materiil oleh MK merupakan mekanisme
utama untuk memastikan undang-undang tidak melanggar HAM, baik
dari segi proses pembentukan maupun substansi isinya. Keduanya
memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di
Indonesia. Mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
terbagi menjadi dua: judicial review formil dan judicial review materiil.
Keduanya berperan penting sebagai instrumen perlindungan hak
asasi manusia (HAM) di Indonesia.
1. Judicial Review Formil
a. Definisi: Pengujian formil adalah pemeriksaan terhadap proses
pembentukan undang-undang, apakah telah sesuai dengan
prosedur, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam UUD
1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.
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Masa Depan Pengujian Formil dan Materiil di Mahkamah Konstitusi

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pilar utama dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk untuk menjaga
kemurnian dan pelaksanaan konstitusi (Suyeni, Rahmadi, & Oktapiani,
2025). Sejak berdirinya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 sebagaimana saat ini telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keberadaan MK
telah membawa perubahan besar dalam praktik ketatanegaraan
modern. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi
(the guardian of constitution), tetapi juga sebagai pengawal demokrasi
(the guardian of democracy) dan pelindung hak-hak konstitusional
warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights). Peran
sentral ini diwujudkan melalui kewenangan utamanya, yaitu
melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 (Penulis, 2010).

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terdiri atas
dua bentuk, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian
formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang,
apakah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara pembentukan
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945
dan peraturan turunannya (Asmarudin & Sugiharto, 2020). Sementara
itu, pengujian materiil menyangkut substansi atau isi dari undang-
undang, apakah norma di dalamnya bertentangan dengan konstitusi
atau tidak. Kedua bentuk pengujian ini menjadi manifestasi nyata dari
prinsip constitutional review yang memastikan bahwa seluruh produk
hukum sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip negara
hukum (Fatkhuraham, Aminudin, & Sirajudin, 2004).

Dalam perkembangannya, pengujian formil dan materiil di
Mahkamah Konstitusi menunjukkan dinamika yang menarik.
Sejumlah putusan monumental telah lahir, seperti Putusan Nomor
91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang
menandai babak baru dalam penegakan pengujian formil. Putusan
tersebut tidak hanya menegaskan bahwa MK berwenang menilai
proses pembentukan undang-undang, tetapi juga memperkenalkan
konsep “inkonstitusional bersyarat” (conditionally unconstitutional)
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sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum dan
kepentingan publik (Kuswara & Nasution, 2023). Sementara itu,
dalam pengujian materiil, MK terus memperluas tafsir terhadap
norma-norma konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia,
demokrasi, serta pembatasan kekuasaan negara (Baskara & Putri,
2025).

Namun demikian, praktik pengujian formil dan materiil di
Indonesia belum sepenuhnya lepas dari tantangan. Di satu sisi, MK
harus menjaga independensinya dalam menghadapi tekanan politik
dan kepentingan pembentuk undang-undang. Di sisi lain, muncul
perdebatan akademik mengenai sejauh mana batas kewenangan MK
dalam menafsirkan konstitusi tanpa melampaui fungsi legislasi. Di
tengah kompleksitas tersebut, muncul pertanyaan fundamental: ke
mana arah masa depan pengujian formil dan materiil di Mahkamah
Konstitusi akan dibawa? Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat
perubahan dinamika hukum dan politik nasional yang semakin cepat,
serta kebutuhan untuk menyesuaikan praktik judicial review dengan
prinsip checks and balances yang sehat.

Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia

Kekuasaan negara pada dasarnya terbagi ke dalam tiga cabang utama,
meskipun perkembangan kelembagaan negara dewasa ini telah
melahirkan berbagai institusi baru yang tidak selalu dapat
dikategorikan secara kaku dalam tiga cabang tersebut. Walau
demikian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap menjadi
unsur pokok dalam struktur organisasi negara. Cabang kekuasaan
yudikatif dipahami sebagai kekuasaan kehakiman (Safa’at,
Ekatjahjana, & Fatmawati, 2010).

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri untuk
menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan.
Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung serta badan
peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan
demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yang
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berperan menegakkan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup
kewenangannya (Safa’at, Ekatjahjana, & Fatmawati, 2010).

Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman sejajar dengan Mahkamah Agung serta setara dengan
lembaga-lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda,
sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi serta pembagian
kekuasaan. Lembaga negara lainnya yang dimaksud antara lain
Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Seluruh lembaga tersebut
menjalankan fungsi pemerintahan sebagai perwujudan kedaulatan
rakyat berdasarkan konstitusi (Fadjar, 2006).

Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi
memiliki fungsi konstitusional berupa penyelenggaraan peradilan
untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi ini memiliki
karakter yang khas jika dibandingkan dengan fungsi Mahkamah
Agung. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi
menunjukkan bahwa lembaga ini dibentuk untuk menjamin tegaknya
supremasi konstitusi. Oleh karena itu, tolok ukur keadilan dan hukum
yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi berlandaskan
pada konstitusi yang tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma
dasar, tetapi juga mencakup prinsip dan nilai moral konstitusional
seperti negara hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia,
serta hak-hak konstitusional warga negara (Fadjar, 2006).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 mengenai Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Mahkamah
Konstitusi (MK) memiliki tugas dan fungsi untuk menangani perkara-
perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dengan
tujuan menjaga pelaksanaan konstitusi secara bertanggung jawab
sesuai dengan kehendak rakyat serta prinsip-prinsip demokrasi
(Penulis, 2021). Di samping itu, pembentukan MK juga dimaksudkan
sebagai bentuk evaluasi terhadap praktik ketatanegaraan sebelumnya
yang kerap menimbulkan penafsiran ganda terhadap konstitusi.
Fungsi tersebut diimplementasikan melalui kewenangan yang dimiliki
MK, yakni melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan
putusan  terhadap  perkara-perkara tertentu  berdasarkan
pertimbangan Kkonstitusional. Dengan demikian, pendirian MK
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Apabila langkah-langkah pembenahan tersebut dijalankan
secara konsisten, maka pengujian formil dan materiil tidak hanya
berfungsi sebagai sarana uji konstitusionalitas semata, tetapi juga
sebagai instrumen demokratisasi hukum. Mahkamah Konstitusi di
masa depan diharapkan tidak hanya menjadi penjaga teks konstitusi,
melainkan juga penjaga semangat dan nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya.
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PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL

UNDANG-UNDANG
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

—¢*§ .

Teori, Praktik, dan Implikasinya dalam
Sistem Hukum Indonesia

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam
sejarah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pengawal konstitusi (the
guardian of the constitution), salah satu kewenangan esensial MK adalah melakukan judicial
review, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam sistem ketatanegaraan modern,
pengujian konstitusionalitas UU adalah mekanisme krusial dalam menjaga supremasi hukum
dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara. Buku ini membedah dua dimensi
utama dalam proses judicial review yang dilaksanakan oleh MK: Pertama, Pengujian Formil:
Pembahasan ini fokus pada aspek prosedural dan tata cara pembentukan Undang-Undang.
Dijelaskan secara rinci mengenai kewenangan pembentuk UU, tahapan yang harus dilalui,
hingga potensi pelanggaran formil yang dapat membatalkan UU secara keseluruhan.
Pemahaman terhadap pengujian formil menjadi esensial untuk menjamin bahwa proses
legislasi telah dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi. Kedua, Pengujian Materiil: Bagian ini
menyelami substansi isi dari UU, yaitu apakah pasal, ayat, atau bagian dari suatu UU
bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. Melalui kajian terhadap
teori hukum, regulasi, dan yurisprudensi penting Mahkamah Konstitusi, pembaca akan diajak
memahami evolusi tafsir konstitusi di Indonesia. Buku ini tidak hanya menjelaskan apa dan
bagaimana pengujian dilakukan, tetapi juga memberikan perspektif mengenai dampak
putusan MK terhadap sistem hukum, politik, dan perlindungan hak warga negara, lebih rinci
pada buku disajikan dalam 14 bab sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

2. Sejarah Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

3. Dasar Hukum Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang

4. Perbedaan Pengujian Formil dan Materiil dalam Proses Konstitusional

5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

6. Prosedur Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

7. Pengujian Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

8. Pihak yang Berhak Mengajukan Pengujian Formil dan Materiil

9. Dampak Putusan Pengujian Formil terhadap Struktur Hukum Negara

10. Dampak Putusan Pengujian Materiil terhadap Sistem Hukum Nasional

11. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keadilan Konstitusional

12. Pengujian Materiil Undang-Undang: Aspek Substansi dan Konstitusionalitas

13. Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

14. Masa Depan Pengujian Formil dan Materiil di Mahkamah Konstitusi
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